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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skirpsi ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan Skripsi ini adalah : “Impelementasi Hukum Waris Islam dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Warisan)”.
Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. 
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ABSTRAK

IMPELEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM SISTEM 

HUKUM PERDATA INDONESIA 

(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Warisan)
Afrijon
(245114140)
Implementasi hukum waris Islam dalam sistem hukum perdata Indonesia tidak diterapkan secara langsung, karena keduanya memiliki dasar dan prinsip yang berbeda. Namun, hukum waris Islam dapat berlaku bagi umat Muslim melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diajukan oleh Pengadilan Agama, di mana pembagian warisan didasarkan pada ketentuan Islam. Sementara itu, sistem hukum perdata Indonesia (KUHPerdata) berlaku untuk non-Muslim dan mengatur pembagian waris berdasarkan peraturan yang tidak membedakan jenis kelamin. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata, bagaimana dinamika hukum waris terkait hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara sengketa warisan di Pengadilan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam berlaku untuk Muslim dan menekankan pembagian yang merata berdasarkan syariat Islam, dengan bagian yang berbeda untuk ahli waris tertentu (misalnya, anak laki-laki 2 kali anak perempuan). Sementara itu, hukum perdata (KUH Perdata) berlaku bagi non-Muslim, dengan prinsip dasar pembagian yang sama rata untuk ahli waris pada derajat yang sama, tanpa memandang jenis kelamin. Perbedaan utama terletak pada prinsip keadilan, persamaan, serta kategori ahli waris yang berbeda. Dinamika hukum waris terkait hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata terletak pada dasar hukum, kriteria ahli waris, dan mekanisme pembagiannya. KHI mendasarkan pembagian waris pada ketentuan agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, sementara hukum perdata (KUH Perdata) menetapkan pembagian berdasarkan prinsip kekerabatan dengan urutan golongan ahli waris. KHI menganut sistem pewarisan yang lebih spesifik berdasarkan faraidh, sementara hukum perdata memiliki pembagian yang lebih umum berdasarkan hubungan darah dan perkawinan.  Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara sengketa warisan di Pengadilan adalah hukum yang berlaku (yuridis), fakta-fakta yang terungkap di persidangan (yuridis), serta pertimbangan filosofis dan sosiologis. Hakim akan menganalisis kasus berdasarkan hukum positif, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk non-Muslim, serta mempertimbangkan keadilan, kondisi sosial, dan dampak putusan.
Kata Kunci: Hukum Waris, Islam, KUHPerdata.
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ABSTRACT

The implementation of Islamic inheritance law in the Indonesian Civil Code system
is not directly applied, as the two have different foundations and principles.
However, Islamic_inheritance law can be applied to Muslims through the
Compilation of Islamic Law (KHL), which is submitied by the Religious Courts,
where inheritance distribution is based on Islamic provisions. Meanwhile, the
Indonesian Civil Code system (KUHPerdata) applies o non-Muslims and regulates
inheritance distribution based on regulations that do not discriminatc based on
gender. The problem in this thesis is how inheritance rights are regulated according
10 the Compilation of Islamic Law and civil law, the dynamics of inheritance law
related to inheritance rights according to the Compilation of Islamic Law and civil
faw, and the basis for judges' considerations in resolving inheritance disputes in
court. The research conducted is a normative study using library research methods
10 examine secondary dara. The type of data in this study is secondary daia. Primary
and secondary legal materials are sysiematically compiled and analyzed
qualitatively. The legal regulation of inheritance rights according 1o the
Compilation of Islamic Law applies to Muslims and emphasizes equitable
distribution based on Islamic law, with different portions for certain heirs (for
example, two sons for two daughters). Meamwhile, Indonesian Civil Code (KUH
Perdata) applies to non-Muslims, with the basic principle of equal distribution for
heirs of the same degree, regardless of gender. The main differences lie in the
principles of justice, equality, and different categories of heirs. The dynamics of
inheritance law related to inheritance righis according 1o the Compilation of
Istamic Law and Indonesian C:ivil Code Iie in the legal basis, criteria for heirs, and
distribution mechanisms. The Compilation of Islamic Law bases mheritance
distribution on religious provisions contained in the Qur'an and Hadith, while
Indonesian Civil Code (KUH Perdata) stipulates distribution based on the principle
of kinship with the order of heir groups. The Islamic Law Compilation (KHI)
adheres (0 a more specific inheritance system based on faraidh, while civil law has
a more general division based on blood and marriage relations. Judges'
considerations in resolving inheritance disputes in court are the applicable law
(uridical), the facts revealed in court (juridical), and philosophical and
sociological considerations. Judges will analyze cases based on positive law, such
as g qmpitation of Islamic Law (KHI) for Mauslims and the Indonesian Civil
ata) for non-Muslims, while also considering justice, social
,mpau of the decision.

sl leritgnce Law, Islam, Indonesian Civil Code
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DAFTAR PUSTAKA
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Islam sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia.  Salah satu yang diatur di dalam hukum Islam adalah lapangan-lapangan yang menyangkut kewarisan yang selanjutnya dikatakan sebagai hukum kewarisan Islam, pengaturan-pengaturan mengenai hukum Islam mencakup bagian-bagian orang yang berhak menjadi ahli waris serta porsi bagian waris yang telah termaktub dan disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, dan ada pula yang merupakan ahli waris akan tetapi tidak disebutkan secara tegas besar porsi yang berhak diberikan kepada ahli waris tersebut.

Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dngan hukum faraid. 
 Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah faraid. Kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (Sedekah).
 Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaaan atau hak disebut dengan istilah tarikah/tirkah. Tarikah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.

Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah, semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan.

Hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, dalam istilah arab disebut faraid.

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (yang berhak menerimanya), yang mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa-siapa saja yang berhak menerima, berapa besar forsi atau bagian masing-masing ahli waris, kapan dan bagaimana tata cara pengalihannya. Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.

Allah Swt. memerintakan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini.
 Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 13 dan 14 yang artinya:

“Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah menyangkut penentuan para ahli waris, tahapan pembagian warisan serta forsi masing-masing ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian warisan sebagaimana yang ditentukan Allah, yang disertai ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuanNya, Allah menjanjikan surga. Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum waris yang telah diatur Allah SWT, maka ia tidak akan mendapat warisan surga, (muttafak alaih).

Hukum Islam dimana wanita mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan yaitu sejak diturunkanya Surat An-Nisa‟ ayat 7 yang artinya: “laki-laki berhak memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari harta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya.”

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa perintah Allah SWT, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur‟an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk kecintaan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.
 Sitem kewarisan Islam di Indonesia sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam menganut sistem kewarisan Jumhur yang oleh Hazairin dipandang sebagai sistem kewarisan patrilineal, sementara sistem kewarisan al-Quran menurutnya berbentuk bilateral.
 Hazairin melalui penafsirannya terhadap beberapa ayat a-Qur‟an menetapkan dua garis hukum dalam menentukan ahli waris yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.

Garis pokok keutamaan adalah suatu garis hukum yang menentukan perikutan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris atau yang menentukan urut-urutan keutamaan di antara keluarga pewaris sedangkan garis pokok penggantian adalah setiap orang dalam sekelompok keutamaan di mana antara dia dengan si pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup atau telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. atau yang disebut dengan ahli waris pengganti.

Implementasi hukum waris Islam dalam sistem hukum perdata Indonesia terjadi ketika seorang Muslim atau suatu keluarga Muslim memilih penyelesaian waris berdasarkan syariat Islam, meskipun hukum perdata (KUH Perdata) juga berlaku di Indonesia. Hal ini biasanya dilakukan di Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bukan di Pengadilan Negeri yang menganut sistem hukum perdata. Penerapan hukum waris Islam dilakukan dengan membagikan harta waris sesuai ketentuan syariat, sementara hukum perdata membagi secara seimbang tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris.

Secara formal, hukum perdata (KUHPerdata) tidak secara otomatis mendominasi seluruh kasus warisan di Indonesia. Bagi pemeluk agama Islam, sistem hukum waris Islam melalui Pengadilan Agama dan KHI dapat menjadi pilihan penyelesaian yang sah, terutama jika seluruh ahli waris menyepakatinya
Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal yang menarik untuk meneliti tentang kedudukan hak waris saudara laki-laki, sehingg berkaitan dengan hal tersebut dipilih judul tesis tentang  "Impelementasi Hukum Waris Islam dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Warisan)".
Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

Bagaimana pengaturan hukum hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata ?

Bagaimana dinamika hukum waris terkait hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata ?

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara sengketa warisan di Pengadilan ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata.  
Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika hukum waris terkait hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata.

Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara sengketa warisan di Pengadilan.

Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan. Manfaat penelitian berisi uraian tentang temuan-temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat temuan tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum,
 sehingga bila bertitik tolak dari uraian tersebut, maka dapat diambil beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur mengenai pandangan hukum waris Islam dalam sistem hukum perdata Indonesia dalam penyelesaian sengketa warisan

Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam hal penyelesaian sengketa warisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam
Dasar Hukum Kewarisan Islam
Pengertian hukum kewarisan tidak bisa didefinisikan oleh satu orang ahli hukum, karena masing-masing ahli hukum telah mendefinisikan berbeda-beda walaupun tujuan akhir dari definisi tersebut hampir sama yaitu peraturan-praturan yang mengatur tentang siapa ahli waris dan hak-hak secara adil. Rachmadi Usman menyebutkan hukum kewarisan Islam adalah ketentuan  yang mengatur mengenai orang yang berhak menjadi ahli waris, orang yang tidak dapat menjadi ahli waris (karena terhalang), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membagikan harta warisan kepada ahli waris.10
Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Hukum waris Islam mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum fara‟id, jamak dari kata farida, erat sekali hubungannya dengan kata fard yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis.
 Dengan demikian hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karena itu diberbagai daerah yang kuat pengaruh agama Islam sebagian masyarakatnya tunduk pada kewarisan Islam.

Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata mawaris. Rasullulah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunakan kata mawaris. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma‟ud berbunyi: dari ibnu Abas dia berkata, Rasullulah bersabda: Pelajarilah al-Qur‟an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orangorang (HR Ahmad).


Ahmad Rofiq menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.11 Hasbi Ash-Shiddiey mendefinisikan bahwa hukum kewarisan sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.12
Amir Syarifuddin memberikan pengertian tentang hukum kewarisan Islam yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Illahi yang terdapat dalam alqur’an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw.13
A.Sukris Sarmadi mengatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.14 Mohd. Idris Ramulyo menyebutkan hukum kewarisan adalah sebagai himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.15 Dengan demikian hukum kewarisan merupakan penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang.

Hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan dalam Pasal 171 huruf a, yaitu:  “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Harta peninggalan adalah benda berwujud atau tidak berwujud/ hak kebendaaan yang ditinggalkan oleh pewaris, setelah dikurangi dengan hak pewaris yaitu berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, pembayaran hutang-hutang pewaris serta penyelesaian surat wasiat pewaris kepada orang atau badan bila ada. Setelah semuanya itu diselesaikan, maka barulah para ahli waris mendapatkan harta peninggalan tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Al-Qu‟ran surat An-nisa‟ ayat 11 yang artinya adalah: “Allah mensyari‟atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”

Menurut Hazairin, kewarisan Islam menggunakan sistem individual bilateral.
 Dasar berlakunya ialah Al-Qur‟an Surat An-nisa‟ ayat 7-8 yang artinya adalah: “laki-laki berhak memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari harta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Hukum waris Islam menggunakan sistem kekeluargaan parental dengan penonjolan pada pihak bapak, dengan alasan beban dan kewajiban nafkah keluarga dipikul oleh bapak. Hal ini dapat pula dilihat dalam Al-Qur‟an bahwa tidak adanya larangan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang bapaknya atau ibunya masing-masing bersaudara (indogami). Jadi dengan membolehkan perkawinan indogami, yang dilarang dalam masyarakat matrilineal dan patrilineal, maka dapat disimpulkan Al-Qur‟an cenderung pada masyarakat bilateral. Surat An-nisa‟ ayat 33 yang artinya adalah: “Bagi tiap harta yang ditinggalkan ibu-bapaknya dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bagiannya.”

Al-Qur‟an dan Al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Qur‟an atau Al-Hadis dengan nas yang sarih, maka hukum melaksanakannnya adalah wajib, selama tidak ada dalil nas yang menunjukkan ketidak wajibannya sebagaimana qaidah usul fiqh: “pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib.”

Ayat Al-Qur‟an pada surat An-Nisa‟ ayat 11 dan 12 menjelaskan tentang porsi bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selanjutnya pada surat An-Nisa‟ ayat 13, Allah SWT mengatakan bahwa porsi warisan diatas adalah ketentuan dari Allah SWT dengan firmannya:  “Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SW.”

Pada surat An-Nisa‟ ayat 4 Allah berfirman yang artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya: dan baginya siksa yang menghinakan.”8 Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (faraid) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur‟an dan al-Hadis adalah wajib.

Berdasarkan defenisi di atas diperoleh beberapa aspek dari aturan di dalam hukum waris yaitu berapa besar bagian masing-masing ahli waris, cara-cara penghitungannya dan ahli waris. Defenisi tersebut juga menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris.

Ahli waris merupakan salah satu syarat seseorang dikatakan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Tanpa ada ahli waris, maka harta peninggalan pewaris tidak dapat didistribusikan karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu bentuk produk pemikiran hukum Islam yang dikodifikasikan secara sistematis dan diformulasi sesuai kondisi sosial lokal Indonesia.

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemelikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Menurut Suhrawardi K. Lubis menyebutkan bahwa ahli  waris (warits) merupakan orang  yang  berhak untuk menerima hak dan kewajiban si pewaris. Salah  satu yang terpenting dalam  mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut 'waris', kalau ditinjau dari  segi asal kata, perkataan waris  berasal  dari bahasa Arab yaitu "warits", secara gramatikal berarti 'yang tinggal atau yang kekal', maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan  hukum waris, perkataan  warits tersebut berarti orang-orang  yang berhak   untuk  menerima  pusaka  dari harta yang ditingggalkan oleh si mati dan populer diistilahkan dengan 'ahli waris'.
Rachmadi Usman menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinn dengan pewaris dengan ketentuan mereka juga harus beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pula tidak terdinding karena ada ahli waris lainnya. Dengan demikian ahli waris itu adalah mereka yang pada waktu meninggal pewaris mempunyai pertalian darah atau perkawinan dengan pewarisnya. KHI juga mensyaratkan hal yang demikian, bahwa ahli waris itu harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.23
A.Sukris Sarmadi menyebutkan ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan peerkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.24 Mohd. Idris Ramulyo menyebutkan bahwa ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-keerabat atau keluarga yang ada hubungan kekeluargaa dengan si meninggal dunia dan  berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).25
Kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris, yaitu: 

Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al-Qur‟an atau sunah Rasul, disebut dengan ahli waris dzawil furudl. 

Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Qur‟an maupun Sunah Rasul, disebut ahli waris ashabah. 

Ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan ahli waris dzawil furudl dan ahli waris‟ashabah disebut dengan ahli waris dzawil arham.

Masalah kewarisan dalam hukum Islam, menurut Rachmadi Usman harus memenuhi unsur-unsur:

Pewaris (muwarrits) yaitu seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dengan demikian pewaris itu adalah seseorang yang meninggal secara hakiki atau dinyatakan meninggal secara hukum dan meninggalkan ahli waris beserta harta peninggalan. Hukum kewarisan Islam Indonesia dalam perspektif KHI mensyaratkan pewarisnya harus seorang yang beragama Islam pada saat meninggal dunia.
Ahli waris (warits)  yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris dengan ketentuan mereka juga harus beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan tidak pula terdinding karena ada ahli waris lainnya.
Harta warisan (mauruts) yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.26
Ada 3 (tiga) syarat-syarat mewaris yaitu:

Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakekat maupun menurut hukum.
Ahli waris betul-betul hidup ketika muwaris mati
Diketahui jihatnya dalam mewaris (bagi ahli waris).27
Pewaris yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah meninggalnya pewaris, maka kata pewaris itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.

Secara garis besar dijelaskan dalam Alquran, bahwa pewaris adalah orang tua dan karib kerabat. Hal ini dapat diketahui secara jelas dari firman Allah pada surat An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa bagi seseorang laki-laki atau perempuan ada bagian dari peninggalan orang tua dan karib kerabatnya. Begitu pula pada surat An-Nisa ayat 33 yang menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan mawali terhadap peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.

Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Hukum Waris Islam 
Unsur-unsur yang biasa juga disebut rukun-rukun kewarisan, menurut hukum Islam pada pokoknya dapat dibagi kedalam tiga unsur yaitu:

Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik secara hakiki, maupun secara hukmi. dikatakan secara hukmi, karena orang yang meninggal itu berdasarkan keputusan hakim karena adanya beberapa sebab atau pertimbangan. 

Harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang dapat diwarisi oleh ahli waris.  Didalam Al-Qur‟an harta warisan disebut dengan istilah tarakah yang diterjemahkan sebagai harta peninggalan, namun tidaklah semua harta peninggalan dapat diwarisi. harta yang dapat diwarisi ialah harta yang sudah bersih, bebas dari segala sangkut paut orang lain termasuk tajhiz, utang dan wasiat. 

Ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris, oleh karena adanya dasar atau yang menjadi sebab kewarisan baik karena hubungan kekerabatan atau perkawinan maupun karena sebab lainnya.

Masalah kewarisan dalam hukum Islam, menurut Ramlan Yusuf Rangkuti harus memenuhi unsur-unsur :

Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faraddhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats.

Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukumy.

Warits,yaitu orang yang akan mewariskan harta peninggalan si mawarits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwakilan dengan si muwarits.

Dengan demikian dalam hukum waris (faraid) ada tiga unsur yang terdapat didalam pelaksanaannya, yaitu :

Orang yang meninggal dunia atau pewaris (muwarits).
Harta warisan atau tirkah (mauruts)
Ahli waris (Warits).

Unsur  yang  pertama merupakan  syarat  mutlak (conditio sine quo non) untuk dapat terbukanya  warisan. Dalam  hukum Perdata terbukanya warisan akibat kematian ini  dikenal dengan istilah  "Abintestato".  Berkaitan dengan kematian dari pewaris ini, menurut para ulama ada tiga bentuk kematian, yaitu:

Mati haqiqi (mati sejati). Mati   hakiki  (mati  sejati) ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh panca atau pembuktian menurut ilmu kedokteran.

Mati hukmy (mati yang dinyatakan menurut keputusan hakim). Pada hakikatnya orang itu masih hidup atau dua kemungkinan antara hidup dan mati, tetapi menurut hukum telah dianggap mati.
Mati takdiri ialah kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemerkosaan, pemukulan terhadap perut ibunya, semata-mata dengan kekerasan yang tidak langsung terhadap bayi yang mati itu.

Harta  warisan  atau  tirkah  (mauruts)  merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si  pewaris  baik harta benda, hak-hak kebendaan yang berwujud maupun hak-hak kebendaan yang tidak berwujud, bernilai maupun tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian harta warisan adalah segala sesuatu yang dapat ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.

Pasal 171   huruf  d   Kompilasi   Hukum   Islam menyebutkan bahwa harta peninggalan adalah  harta  yang ditinggalkan oleh pewaris  baik yang berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya. Dengan demikian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda yang miliknya maupun hak-haknya.

Menurut K. Suhrawardi Lubis menyebutkan bahwa ahli  waris (warits) merupakan orang  yang  berhak untuk menerima hak dan kewajiban si pewaris. Salah  satu yang terpenting dalam  mempelajari  hukum waris Islam adalah menyangkut 'waris', kalau ditinjau dari  segi  asal kata, perkataan waris  berasal  dari bahasa Arab yaitu "warits", secara gramatikal berarti 'yang tinggal atau yang kekal', maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan  hukum waris, perkataan  warits tersebut berarti orang-orang  yang berhak   untuk  menerima  pusaka  dari   harta yang ditingggalkan oleh si mati dan populer di  istilahkan dengan 'ahli waris'.

Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, akan ditemukan 3 (tiga ) syarat, yaitu: 

Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta.

Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.

Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berhak mewaris menurut hukum Islam, yaitu mereka yang: 

Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, 

Mempunyai hubungan perkawinan (dengan pewaris).

Beragama Islam.

Tidak dilarang undang-undang selaku ahli waris.
 

Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewaris.

Kewarisan menurut hukum Islam adalah perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan Al-Qur‟an dan Al-Hadits.
 Dengan demikian dalam waris Islam ada prinsip yang mengaturnya adapun prinsip tersebut yaitu :

Waris menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalan dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis/ kapitalis, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.

Waris merupakan ketetapan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan dan ahli waris berhak atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan sukarela atau atas putusan pengadilan tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pribadinya. 

Waris terbatas dalam lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannnya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada keluarga yang lebih jauh.

Waris Islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menentukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris, misalanya jika ahli waris terdiri dari ibu, istri, seorang anak perempuan dan saudara perempuan kandung, semuanya mendapat bagian. 

Waris tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan, anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan orang tua. 

Waris Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah/ibu, suami atau isteri atau anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.

Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil, dan yang baru saja lahir semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Tetapi perbedaaan besar kecil bagian diadakan, sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

Hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh  dekat hubungannya dengan pewaris. Bagian tertentu dari harta itu adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8, ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan, oleh karena telah menjadi ketentuan Al Quran (lihat surat An-Nisa : 13). Adanya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang bersifat ta'abbudi itu merupakan salah satu ciri Hukum Waris Islam.

Hukum kewarisan Islam sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut Hukum Faraid adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang khusus mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah menurut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Hukum Kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang semata-mata bersumber kepada akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

Tinjauan Umum Tentang Hukum Warisan Menurut KUHPerdata

Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata

Menurut Hartono Soerjopratiknjo memberikan definisi hukum kewarisan adalah mengatur pindah (timbulnya) hubungan-hubungan hukum (dengan atau tanpa perubahan sebagai akibat meninggalnya seseorang.
 Jadi yang pindah pada para ahli waris setelah si pewaris meninggal adalah tidak harus sama dari yang ada sebelum si pewaris meninggal dunia.


R. Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa hukum waris adalah “soal apakah dan bagaimanakan pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
 


Pengertian yang agak berbeda dari kedua pengertian di atas adalah seperti yang dikatakan Mohd. Idris Ramulyo yaitu: Hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup  kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakakan peristiwa hukum dan lazim disebut meniggal dunia. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Effendi Perangin memberikan defenisi bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.
 R. Subekti tidak memberikan defenisi hukum kewarisan, tetapi hanya menyebutkan asas hukum waris yaitu dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.

Di dalam Code Civil Perancis, maka hukum waris dipandang sebagai peraturan yang mengatur kepindahan hak milik dari orang yang meninggal kepada para ahli warisnya.
 Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalam pewarisan dikenal tiga syarat umum mutlak yang harus ada yaitu:
Adanya orang yang meninggal dunia.

Adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris dan yang akan beralih kepada ahli waris.

Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Hukum Waris 
Pasal 832 KUH.Perdata menyebutkan siapa-siapa yang menurut undang-undang adalah ahli waris, yaitu keluarga sedarah baik yang sah maupun yang luar nikah dan suami atau isteri yang hidup terlamba (yang ditinggal mati). Jika baik keluarga sedarah maupun suami atau isteri tidak ada, maka segala harta peninggal si pewaris jatuh kepada negara yang wajib melunasi segala hutang, sepanjang nilai harga dari harta peninggal mencukupi untuk itu.
 

Maksudnya bahwa yang pertama-tama berhak mewaris adalah suami atau isteri dan keturunan. Kemudian golongan kedua yang berhak mewaris adalah orang tua saudara dan keturunan saudara. Golongan ketiga adalah leluhur lain. Golongan keempat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. Jika semuanya di atas tidak ada, maka negaralah yang menerima harta peninggalan akan tetapi tidak sebagai ahli waris.

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris), antara lain:

Anak-anak (walad) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tidak terbatas ke bawah.

Orang tua yaitu ibu dan bapak dari si meninggal dunia.

Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai derajat tidak terbatas.

Suami atau isteri yang hidup terlama.

Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, dan 3 tersebut di atas.

Turunan menyimpang atau turunan dari datuk dan nenek bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3 dan 4.

Apbila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah, semenda tersebut sampai dengan derajat ke 6, maka warisan diurus oleh  bait al maal (baitul maal), seperti lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam sistem negara Republik Indonesia.

Selama masih ada orang-orang dari golongan pertama, maka orang-orang dari golongan kedua tidak akan menerima. Baru jika dari golongan pertama tidak ada orangnya, maka yang mewaris adalah orang-orang dari golongan kedua. Selama masih ada orang-orang golngan kedua, maka orang-orang dari golongan ketiga tidak akan mewaris dan demikian seterusnya.

Meninggalnya seseorang maka penguasaan atas segala sesuatunya yang berhubungan dengan harta kekayaan dari si mati semasa, akan beralih kepada ahli warisnya. Kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan.
  Dengan meninggalnya seseorang tersebut, maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris.

Adapun syarat-syarat ahli waris adalah:

Mempunyai hak atas harta peninggal si pewaris yang timbul karena:

Hubungan darah (Pasal 832 KUH.Perdata)

Karena wasiat (Pasal 874 KUH.Perdata).

Harus sudah ada dan masih masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUH.Perdata), dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Pasal 2 KUH.Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingan si anak itu menghendaki, jika dilahirkan mati maka dianggap tidak pernah ada.

Ahli waris bukan orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan atau orang yang menolak harta warisan. Adapun mengenai orang yang tidak patut ini menurut Pasal 838 KUH.Perdata adalah:

Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena dipersalahkan telah memebunuh atau mencoba membunuh si pewaris.

Mereka yang oleh hakim dipersalahkan karena secara fitnah telah mengadukan si pewaris yang dengan pengaduan tersebut pewaris diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau yang lebih berat dari itu.

Mereka yang dengan kekerasan atau paksaan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Pengusaan dalam hal ini adalah meliputi hak-hak dan kewajiban sehubungan dengan harta kekayaan. Perlu mendapat perhatian bahwa tidak semua yang menjadi kekayaan seseorang yang merupakan bagian dari harta warisan yang dapat beralih kepada ahli warisnya melainkan ada yang dianggap harus lengkap ketika seseorang itu meninggal dunia. Contohnya seperti hak yang bersifat pribadi misalnya hak pakai yang diatur dalam pasal 807, 818 KUH. Perdata demikian juga halnya dengan hak yang lahir dari hubungan kerja tidak akan pernah beralih dari ahli warisnya .      


Hukum atau peraturan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya adalah dikenal sebagai hukum waris. Untuk pewarisan karena kematian, kesanggupan atau kelahiran sebagai anak yang sulung tidaklah menjadi soal. KUH.Perdata membagi ahli waris karena kematian, terbagi dalam 4 (empat) golongan: 

Ahli waris golongan pertama adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan garwa (suami/isteri) si pewaris. Anak-anak mewaris dari orang tua mereka untuk bagian yang sama tanpa membedakan laki-perempuan atau anak pertama atau bukan.
Ahli waris golongan kedua adalah orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. 
Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya. 
Ahli waris golongan keempatadalah keluarga selanjutnya dalam garis menyamping.

Menurut pasal-pasal KUH.Perdata tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan, maka harta warisan ini menjadi milik negara, yang juga wajib membayar hutang-hutang si wafat sepanjang harta warisan mencukup untuk itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
 Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kedudukan anak angkat dan anak kandung sebagai ahli waris menurut Hukum Perdata  Dan Kompilasi Hukum Islam.

Sifat Penelitian.

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analistis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.
 Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.
 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif  yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang
. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. 

Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan hukum perdata pada umumnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum perjanjian sebagai cabang ilmu hukum dan sangat berkitan erat dengan materi penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. 

Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Teknik  Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau yang disebut Library Research ini, akan dipelajari, diinventarisi, dikumpulkan, dan diolah data-data yang berupa peraturan-peraturan perudang-undangan, informasi-informasi, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli sarjana hukum, media-media cetak dan media elektronik dan sumber-sumber tertulis lain yang ada guna mendukung penulisan penelitian ini sampai dengan selesai.

Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.
 Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Hak Ahli Waris dalam Islam
Ahli waris dalam hukum Islam adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.
 Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan pewaris.
 Ahli waris dapat diklasifikasikan dengan rumusan beragam.sesuai dengan sudut pandangnya, ada yang mengelompokkan dari sudut sebab-sebabnya, bagian-bagian yang diterimanya, jauh dekatnya hubungan kekerabatan. dan dari sudut pandang jenis kelamin ahli waris itu sendiri.

Menurut Amir Syarifuddin macam-macam ahli waris ditinjau dari sebab-sebabnya, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

Ahli waris Nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekcluargaannya timbul karena hubungan darah; artinya orang yang berhak memperoleh harta waris karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia. Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada al-mmvarris didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini seluruhnya ada 21 orang , terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Ahli waris nasabiyah berdasarkan kelompok dan tingkatan kekerabatannya adalah :

Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompoknya adalah sebagai berikut :

Anak laki-laki

Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawali

Bapak,

Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas.

Saudara laki-laki sekandung.

Saudara laki-laki sebapak.

Saudara laki-laki seibu.

Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.

Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.

Paman sekandung.

Paman sebapak.

Anak laki-laki paman sekandung.

Anak laki-laki paman sebapak.

Ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:

Anak perempuan.

Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterunya ke bawah.

Ibu.

Nenek dari garis bapak.

Nenek dari garis ibu.

Saudara perempuan sekandung.

Saudara perempuan sebapak.

Saudara perempuan seibu

Ahli waris Sababiyah. yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena Hubungan perkawinan yang sah [al-musaharah) dan masih berjalan (tidak bercerai) pada saat suami atau isteri meninggal dunia (QS. 4:12). Pasangan suami istri memiliki hak utnuk saling mewarisi ketika salah satu seorang dari mereka meninggal dunia. Seiama tidak ada halangan yang membuat keduanya tidak dapat saling mewarisi.

Ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua macam yaitu :

Ahli waris ashab al-furud

Ahli waris ashab al-furud adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan cecara pasti dalam al-Qur’an dan hadist nabi. Ahli waris ashab al-furud menerima harta warisan dalam urutan yang pertama, atau ahli waris yang secara hukum syara’ berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupnya.
 Ahli waris ashabul furud terdiri dari dua belas orang, yang terdiri dari delapan orang perempuan dan empat orang laki-laki dan bagian-bagian tertentu ada enam macam, yaitu :

Adapun ahliwaris tersebut adalah :

Anak perempuan mendapat:

1/2 Jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki

2/3 Jika dua orang atau lebih dan tidak bersma dengan anak laki-laki.

Cucu perempuan mendapat:

1/2 Jika sendirian dan tidak bersama cucu laki-laki

2/3 Jika dua orang atau lebih adan tidak bersama dengan cucu lakilaki.

1/6 Jika bersama seorang anak perempuan.

Ibu, mendapat:

1/6 Jika ada anak atau cucu atau dua orang bersaudara atau lebih

1/3 Jika tidak menggilkan anak atau cucu atau dua orang saudara atau

lebih

1/3 dari sisa bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri.

Ayah, mendapat:

1/6 Jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki

1/6 Jika + sisa jika tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki

Suami, (duda), mendapat:

1/2 Jika tidak meninggalkan anak atau cucu

1/4 Jika ada anak atau cucu

Istri, (janda), mendapat:

1/4 Jika tidak ada anak atau cucu

1/8 Jika ada anak atau cucu

Saudara perempuan seayah mendapat:

1/2 Jika sendiri dan tidak ada saudara laki-laki maupun saudara perempuan seayah.

2/3 Jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah.

1/6 Jika bersama dengan dengan saudara perempuan kandung.

Saudara perempuan se ibu, mendapat:

1/6 Jika jika sendirian saja

1/3 Jika ada seorang laki-laki maupun perempuan

Saudara perempuan kanduang, mendapat:

1/2 Jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki.

2/3 Jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki.

Saudar laki-laki seibu mendapat:

1/6 Jika seorang saja.

1/3 Jika dua orang atau lebih.

Kakek, mendapat:

1/6 Jika ada anak atau cucu + sisa bila tidak ada anak atau cucu laki-laki

1/6 + sisa harta bila bersamanya anak atau cucu perempuan

Nenek, mendapat 1/6 selama tidak terhijab oleh ahli waris yang lain.

Ahli waris ‘ashabah.
Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi.Dia menerima hak dalam urutan kedua, dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris zul Furudh dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris zul Furudh yang ada bersamanya.Apabila harta warisan itu masih bersisa hendaknya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang terdekat hubungan keluarganya dengan pewaris.

Adapun ahli waris ashabah terdiri dari tiga kelompok, yaitu ashabah bi nafsisi, ashabah bi ghairihi, dan ashabah ma’a ghoirihi.

Ashabah bi nafsihi adalah ashabah yang dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh sisa harta, yang terdiri dari anak laki-laki saja yaitu :

Anak laki-laki, baik seorang atau beberapa orang.

Cucu laki-laki dari anak laki-laki, bila tidak ada anak laki-laki.

Ayah, bila tidak ada anak atau cucu.

Kakek, bila tidak ada ayah.

Saudara laki-laki kandung, bila tidak ada anak atau cucu laki-laki.

Saudara laki-laki seayah, bila tidak ada saudara laki-laki kandung dan ahli waris yang menghijab saudara laki-laki kandung.

Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, bila tidak ada saudara laki-laki seayah dan yang menghijab saudara laki-laki seayah.

Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.

Paman kandung, bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan orang-orang yang menutupnya.

Paman seayah, bila tidak ada paman kandung dan yang menghijabnya.

Anak laki-laki dari paman kandung, bila tidak ada paman seayah dan ahliwaris yang menghijab paman seayah

Anak laki-laki dari paman seayah, bila tidak ada lagi ahli waris ashabah yang lain.

Ashabah bil Ghairi, terbatas kepada empat orang perempuan yaitu:

Anak perempuan, jika mewarisi bersama anak laki-laki.

Cucu perempuan, bila mewarisi bersama cucu laki-laki.

Saudara perempuan kandung, bila mewarisi bersama saudara laki-laki kandung.

Saudara perempuan seayah, bila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah.

Ashabah ma’al ghairi adalah saudara perempuan kanduang atau saudara perempuan seayah yang berstatus ashabah bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris ashabah bi nafssih. Ashabah ini dikatakan juga ahli waris perempuan yang dibutuhkan ahli waris perempuan lainnya untuk menjadi ahli waris ashabah ma’al ghairi.

Ketentuan dari waris mewarisi ini adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak karena secara otomatis hukum waris mengakui adanya perpindahan hak dan kepemilikan si pewaris kepada ahli warisnya, ketika terjadi peristiwa kematian.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum kematian maka harta peninggalan seseorang akan diatur oleh hukum kewarisan. Oleh karena itu, perlu pengaturan kewarisan menetapkan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi.
 Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan perpindahan hak dan kepemilikan harta bagi semua warisnya, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, sedikit ataukah banyak harta yang ditinggalkan kerabat (pewarisnya).

Asas terpenting dalam ilmu waris adalah asas adalah yakni prinsip keadilan. Ciri keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Allah menetapkan hal itu dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman laki-laki atas perempuan, menutup rapat-rapat ruang gerak para pelaku kezaliman dan membangkitkan semangat persamaan derajat untuk semua manusia yang hidup di muka bumi.

Seseorang untuk memperoleh harta warisan tersebut, harus ada sebab-sebab seseorang berhak menerima warisan yaitu adanya pertalian nasab baik bersifat lurus ke bawah, ke atas, ataupun menyamping. Selain itu, hubungan perkawinan juga menjadi sebab seseorang menerima warisan. Seorang ahli waris tidak akan memperoleh harta warisan apabila dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan. Dalam faraidh, penghalang tersebut dinamakan dengan mawani’ al-irtsi. Kata mawani’ adalah bentuk jamak dari mani’ yang menurut etimologi berarti pengahalang di antara dua hal dan terminology berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.

Orang yang terhalang mewarisi disebut dengan mamnu’ atau mahrum. Istilah tersebut harus dibedakan dengan istilah mahjub yang juga mempunyai arti sama dengan mamnu’ atau mahrum. Perbedaan keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan. Mahjub adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Ahli waris yang mahjub sifatnya hanya sementara karena apabila ahli waris yang menghalanginya sudah tidak ada maka ia akan tampil sebagai ahli waris. Adapun mamnu’ atau mahrum adalah ahli waris yang terhalang karena kedudukannya yang diharamkan oleh Islam dan ini berlaku selamanya.

Penghalang warisan (mamnu/mahrum) mengakibatkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan pewaris sangat dekat seperti anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut.

Ulama Hanafiyah menyebutkan ada empat macam penghalang kewarisan yang masyhur yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan.
 Sementara itu ada juga yang menambahkan ketidaktahuan waktu kematian seperti peristiwa kebakaran atau tenggelam, dikarenakan salah satu syarat kewarisan adalah hidupnya ahlli ketika pewaris meninggal dunia dan waris mewarisi tidak bisa dilaksanakan bila ada keraguan.

Selain itu, ketidaktahuan ahli waris juga dimasukkan dalam kategori penghalang kewarisan yang terdapat dalam beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

Seorang wanita yang mengasuh bayi orang lain dan juga bayinya sendiri. Wanita tersebut meninggal dunia dan tidak diketahui yang mana anaknya diantara dua bayi tersebut, maka tidak ada yang mewarisi diantara keduanya.

Seorang yang muslim dan seorang yang kafir menyewa satu orang pengasuh untuk anak mereka sampai mereka dewasa. Tidak diketahui yang mana anak dari si muslim dan yang mana anak si kafir, sedangkan kedua anak tersebut muslim. Maka, kedua anak tersebut tidak bisa mewarisi dari orang tuanya masing-masing.

Sebagian ulama Hanafi yah menyebutkan ada sepuluh penghalang kewarisan yaitu perbedaan agama, perbudakan, pembunuhan sengaja, lian, zina, keraguan dalam menentukan kematian muwarris, kehamilan, keraguan tentang hidupnya seeorang anak, keraguan dalam menentukan kematian yang lebih dulu antara muwarris dan ahli waris, dan keraguan dalam menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyebutkan hanya ada tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Namun, ada beberapa ulama Syafi ’iyah yang menambahkan tiga lagi penghalang kewarisan yaitu pertama, perbedaan kekafiran antara kafir dzimmi dan kafir harabah (kafir dzimmi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka); kedua, riddah.
 Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir, harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada baitul mal.

Pada dasarnya, halangan mewarisi yang disepakati oleh fuqaha ada tiga macam yaitu perbudakan, berbeda agama, dan pembunuhan. Perbudakan menjadi halangan mewarisi bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Seorang hamba sahaya atau budak tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapaun karena ia berada di bawah kekuasaan tuannya. Ia tidak cakap mengurusi hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal pusaka mempusakai terjadi di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan di satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan. Oleh karena itu, terhalangnya budak dalam pusaka mempusakai dapat ditinjau dari dua jurusan yaitu mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya dan mempusakakan harta peninggalan kepada ahli warisnya.

Seorang budak tidak mempusakai harta peninggalan ahli warisnya karena pertama, ia dipandang tidak cakap mengurusi harta milik, dan kedua, status kekeluargaannnya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus karenanya ia sudah menjadi orang asing bagi keluarganya.
 Oleh karena itu, apabila seorang hamba sahaya meninggal dan mempunyai harta peninggalan, maka hartanya itu tidak dapat diwariskan kepda ahli warisnya sendiri karena ia dianggap melarat dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun. Pada dasarnya, segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang budak adalah milik tuannya sehingga ia tidak mewarisi ataupuan mewariskan apa yang ada padanya.

Menurut  Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena :

Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;

Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Adapun halangan lainnya seperti yang sudah disepakati fuqaha yaitu perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini. Namun, KHI hanya menegaskan indikator untuk mengatakan bahwa seseorang itu harus beragama Islam
 sebagaimana dalam Pasal 172 berikut ini: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Selain pembunuhan dan percobaan pembunuhan, huruf a Pasal 173 KHI juga memasukkan penganiayaan berat terhadap pewaris dijadikan penghalang kewarisan. Hukum Islam membagi penganiayaan menjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian (diistilahkan oleh fuqaha sebagai pembunuhah semi sengaja) dan penganiayaan terhadap tubuh yaitu penganiyaan terhadap tubuh manusia yang tidak sampai membawa kepada kematian.

KHI tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang apa yang dimaksud dengan percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat. Namun, jika redaksi pasal penghalang kewarisan ditelaah dengan seksama yaitu “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap…” maka disimpulkan bahwa percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Baik percobaan pembunuhan ataupun penganiyaan berat adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam Pasal 173 KHI menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang adalah korbannya jika ia telah terbukti bersalah dan putusan hakim pun harus berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Hak Ahli Waris dalam Hukum Perdata
Pasal 832 KUH.Perdata menyebutkan siapa-siapa yang menurut undang-undang adalah ahli waris, yaitu keluarga sedarah baik yang sah maupun yang luar nikah dan suami atau isteri yang hidup terlamba (yang ditinggal mati). Jika baik keluarga sedarah maupun suami atau isteri tidak ada, maka segala harta peninggal si pewaris jatuh kepada negara yang wajib melunasi segala hutang, sepanjang nilai harga dari harta peninggal mencukupi untuk itu.29 Maksudnya bahwa yang pertama-tama berhak mewaris adalah suami atau isteri dan keturunan. Kemudian golongan kedua yang berhak mewaris adalah orang tua saudara dan keturunan saudara. Golongan ketiga adalah leluhur lain. Golongan keempat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. Jika semuanya di atas tidak ada, maka negaralah yang menerima harta peninggalan akan tetapi tidak sebagai ahli waris.

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris), antara lain:

Anak-anak (walad) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tidak terbatas ke bawah.

Orang tua yaitu ibu dan bapak dari si meninggal dunia.

Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai derajat tidak terbatas.

Suami atau isteri yang hidup terlama.

Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, dan 3 tersebut di atas.

Turunan menyimpang atau turunan dari datuk dan nenek bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3 dan 4.

Apbila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah, semenda tersebut sampai dengan derajat ke 6, maka warisan diurus oleh  bait al maal (baitul maal), seperti lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam sistem negara Republik Indonesia.30
Selama masih ada orang-orang dari golongan pertama, maka orang-orang dri golongan kedua tidak akan menerima. Baru jika dari golongan pertama tidak ada orangnya, maka yang mewaris adalah orang-orang dari golongan kedua. Selama masih ada orang-orang golngan kedua, maka orang-orang dari golongan ketiga tidak akan mewaris dan demikian seterusnya.

Meninggalnya seseorang maka penguasaan atas segala sesuatunya yang berhubungan dengan harta kekayaan dari si mati semasa, akan beralih kepada ahli warisnya. Kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan.31 Dengan meninggalnya seseorang tersebut, maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris.

Adapun syarat-syarat ahli waris adalah:

Mempunyai hak atas harta peninggal si pewaris yang timbul karena:

Hubungan darah (Pasal 832 KUH.Perdata)

Karena wasiat (Pasal 874 KUH.Perdata).

Harus sudah ada dan masih masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUH.Perdata), dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Pasal 2 KUH.Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingan si anak itu menghendaki, jika dilahirkan mati maka dianggap tidak pernah ada.

Ahli waris bukan orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan atau orang yang menolak harta warisan. Adapun mengenai orang yang tidak patut ini menurut Pasal 838 KUH.Perdata adalah:

Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena dipersalahkan telah memebunuh atau mencoba membunuh si pewaris.

Mereka yang oleh hakim dipersalahkan karena secara fitnah telah mengadukan si pewaris yang dengan pengaduan tersebut pewaris diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau yang lebih berat dari itu.

Mereka yang dengan kekerasan atau paksaan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.32
Pengusaan dalam hal ini adalah meliputi hak-hak dan kewajiban sehubungan dengan harta kekayaan. Perlu mendapat perhatian bahwa tidak semua yang menjadi kekayaan seseorang yang merupakan bagian dari harta warisan yang dapat beralih kepada ahli warisnya melainkan ada yang dianggap harus lengkap ketika seseorang itu meninggal dunia. Contohnya seperti hak yang bersifat pribadi misalnya hak pakai yang diatur dalam pasal 807, 818 KUH. Perdata demikian juga halnya dengan hak yang lahir dari hubungan kerja tidak akan pernah beralih dari ahli warisnya .      


Hukum atau peraturan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya adalah dikenal sebagai hukum waris.

Untuk pewarisan karena kematian, kesanggupan atau kelahiran sebagai anak yang sulung tidaklah menjadi soal. KUH.Perdata membagi ahli waris karena kematian, terbagi dalam 4 (empat) golongan: 

Ahli waris golongan pertama adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan garwa (suami/isteri) si pewaris. Anak-anak mewaris dari orang tua mereka untuk bagian yang sama tanpa membedakan laki-perempuan atau anak pertama atau bukan.
Ahli waris golongan kedua adalah orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. 

Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya. 
Ahli waris golongan keempatadalah keluarga selanjutnya dalam garis menyamping.33
Menurut pasal-pasal KUH.Perdata tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan, maka harta warisan ini menjadi milik negara, yang juga wajib membayar hutang-hutang si wafat sepanjang harta warisan mencukup untuk itu.
Orang-orang yang termasuk golongan berikutnya, tidak dapat menerima apa-apa dari harta peninggalan selama masih ada orang dari golongan yang terdahulu. Jadi kakek atau nenek tidak dapat mewarisi karena kematian, apabila pewaris meninggalkan seorang saudara. 

Kedudukan ahli waris menurut golongannya adalah sebagai berikut:

Golongan pertama. 
Orang yang pertama kali dipanggil oleh Undang-Undang adalah anak dan keturunan selanjutnya serta suami atau isteri dari si mati. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya. Suami atau isteri mewarisi suatu bagian dari anak. Apabila seorang meninggalkan lima orang anak dan satu suami atau isteri, maka masing-masing mereka itu mewarisi karena kematian 1/6 dari harta peninggalan. Pasal 852 KUH.Perdata menjelaskan: 

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.34
Diantara keturunan, orang lebih dekat derajatnya kecuali pelaksanaan aturan penggantian, menyampingkan orang yang lebih jauh derajatnya. Apabila cucu mewarisi untuk diri sendiri, mereka mewarisi untuk bagian yang sama besarnya. Harta peninggalan suami atau isteri, dua orang anak, dan tiga orang cucu maka anak dari anak yang meninggal lebih dahulu, dibagi dalam empat bagian yang sama besarnya. Suami atau isteri tiap anak dan ketiga cucu bersama-sama menerima seperempat. Kalau ayah dari ketiga cucu itu tidak meninggal lebih dahulu, atau ia tidak pantas, atau dicopot haknya untuk mewarisi untuk pewaris, maka harta peninggalan dibagi antara suami/isteri dan kedua anak dalam tiga bagian yang sama besarnya (maksudnya seandainya yang menolak itu tidak mempunyai keturunan, tetapi ia mempunyai keturunan yaitu: cucu dari si pewaris, maka cucu ini boleh mewaris tetapi bukan dengan penggantian melainkan karena kedudukannya sendiri).

Golongan kedua.
Orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Perolehan warisan dari golongan kedua diatur oleh Undang-Undang dalam pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/isteri atau keturunan, maka dipanggillah sebagai ahli waris orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara. 

Apabila hanya orang tua saja yang ada, maka orang tua ini masing-masing mewarisi setengah, apabila ada pula saudara orang tua dan saudara mewarisi untuk bagian yang sama, tetapi dengan pengertian, bahwa orang tua itu tidak akan menerima kurang dari ¼ harta peninggalan. Jadi bagi orang tua sama saja apakah disamping dia berada tiga atau enam saudara dari pewaris. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang saudara dan kedua orang tuanya maka pada pokoknya masing-masing mereka itu mendapat 1/3 bagian dan apabila yang ditinggalkan satu orang tua dan satu orang saudara, maka masing-masing mewarisi setengah. Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan orang tua maka saudara-saudaranya mewarisi seluruh harta warisan. 

Golongan ketiga.
Kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya merupakan golongan ketiga dari ahli waris. Apabila pewaris tidak meninggalkan suami/isteri, keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu. Setengah dari harta peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah, dan setengah lagi kepada  yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. 

Tiap-tiap garis dilaksanakan aturan yang biasa orang-orang dari golongan ke empat barulah dipanggil, apabila dari golongan ketiga tidak ada yang tinggal seorang jugapun. Dalam tiap golongan orang yang lebih dekat derajatnya menyampingkan yang lain apabila dalam garis ayah ada ayah dari ayah, dan orang tua dari ibu ayah, maka kakek menyampingkan yang karena undang-undang tidak mengenal penggantian dalam garis keatas.  Apabila dalam salah satu garis dipanggil tiga waris yang untuk menerima harta peninggalan, maka masing-masing menerima 1/3 bagian. 

Golongan keempat. 

Keluarga selanjutnya dalam garis menyamping. Sesudah garis keatas dipanggillah sanak keluarga dari garis menyamping diluar golongan kedua. Orang yang terdekat derajatnya menyampingkan yang lain. 

Ahli waris dari golongan keempat terdiri dari keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke 6 yaitu:

Paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu.

Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke 6 dihitung dari si meninggal dunia.35
Dinamika Hukum Waris Terkait Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata 

Dinamika hak waris antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata terletak pada dasar pembagian, golongan ahli waris, dan prinsipnya.

Hukum Islam
Hukum Islam  membagi warisan berdasarkan ketentuan syariat yang spesifik dan pasti bagi setiap ahli waris, dengan pembagian melalui kategori Dzawil Furudl, Ashobah, dan Dzawil Arham. 

Berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.  Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pembagian ahli waris menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok di bawah ini:

Pembagian harta warisan menurut hubungan darah
Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Pembagian harta warisan menurut hubungan perkawinan
Duda; 

Janda

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Selain itu, penting untuk diketahui bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, akan mendapat sepertiga bagian. Kemudian, ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, akai a mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Berikut ilustrasi perhitungan waris yaitu  ahli waris dari Amir adalah ayah dan ibu Amir, serta istri dan 3 orang anak Amir, yaitu Ahmad, Anita dan Annissa sehingga pembagiannya sebagai berikut:

Ayah, ibu, dan istri Amir merupakan ahli waris dzulfaraidh, yang bagiannya sudah ditentukan. Oleh karena Amir memiliki anak, bagian ayah dan ibu Amir adalah 1/6 serta istri Amir mendapatkan 1/8 bagian.

Sisanya diberikan kepada anak-anak Amir, sebagai ahli waris dzulqurabat (ashabah), dengan sistem pembagian, anak laki-laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan, dengan perbandingan = 2:1.

Bagian dari harta Amir dan istrinya dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu sebanyak setengahnya. Sedangkan, setengah bagiannya lagi (dianggap = 1) dibagikan:

Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian, atau 4/24 bagian atau 16/96 bagian.

Istri mendapatkan 1/8 bagian, atau 3/24, atau 12/96 bagian.

Sisanya, yaitu: 24/24 – (4/24 + 4/24 + 3/24) = 24/24 – 11/24 = 13/24 bagian dibagikan kepada Ahmad, Anita, dan Annissa dengan perbandingan= 2:1:1, yaitu:

Bagian Ahmad = 2/4 x 13/24 = 26/96

Bagian Anita = 1/4 x 13/24 = 13/96

Bagian Annisa = 1/4 x 13/24 = 13/96

Bagian: Ayah + Ibu + Istri + Ahmad + Anita + Annissa = 16/96 + 16/96 + 12/96 + 26/96 + 13/96 + 13/96 = 96/96 = 1

Hukum perdata 
Hukum Perdata membaginya berdasarkan hubungan darah yang terdekat, yang diklasifikasikan dalam empat golongan, dengan setiap golongan akan menerima warisan jika golongan sebelumnya tidak ada. Pembagian harta waris menurut hukum perdata umumnya digunakan oleh mereka yang beragama selain Islam. 

Dalam hukum waris perdata, hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Hak waris diutamakan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan.  Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembagian harta waris menurut hukum perdata, berikut sejumlah ciri-ciri hukum waris perdata adalah :

Dasar hukumnya adalah KUH Perdata.

Diperuntukan bagi nonmuslim.

Mewaris dari pihak bapak dan ibu atau bilateral.

Tidak ada perbedaan bagian untuk laki-laki atau perempuan.

Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan pewaris.

Mewaris secara pribadi, tidak berkelompok.

Terbukanya warisan ketika si pewaris meninggal dunia.

Apabila ada sengketa, diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian.  Pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain:
Berdasarkan ketentuan undang-undang atau ab-intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal.

Berdasarkan testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan.

Ada empat golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan. Atau dengan kata lain, jika ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan. Golongan yang dimaksud, antara lain:

Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.

Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara.

Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas.

Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.

Ketentuan Pasal 838 KUH Perdata menerangkan bahwa ada empat kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapat warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Mereka yang dimaksud, antara lain:

orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal (pewaris);

orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;

orang yang menghalangi orang yang meninggal (pewaris) dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan

orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal (pewaris).

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan pembagian waris yang didasarkan pada KUH Perdata. Dalam hukum waris ini, ada empat golongan waris. Jika ahli waris di golongan satu tidak ada, warisan akan diberikan kepada golongan dua, dan seterusnya.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaian Perkara Sengketa Warisan Di Pengadilan

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hokum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Menurut Pasal 830 KUH. Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, melengkai keanekaragaman system kewarisan adat di Indonesia dua sistem hukum lainnya juga cukup mendominasi system hukum waris yaitu hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber dalam Burgerlijk Wetboek (BW).

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Menurut Hasby Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Praktiknya permasalahan warisan sering menimbulkan sengketa diantara para ahli waris. Sengketa warisan di pengadilan diselesaikan berdasarkan hukum agama atau hukum adat yang berlaku bagi para pihak.. Pengadilan Agama berwenang jika ahli waris beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri menangani sengketa untuk ahli waris yang non-Islam atau berdasarkan hukum adat. Penggugat perlu mengajukan gugatan dengan melampirkan dokumen seperti surat keterangan kematian pewaris, bukti silsilah, dan dokumen kepemilikan harta yang disengketakan.

Sengketa waris merupakan suatu kondisi perselisihan hukum yang muncul di antara para ahli waris atau pihak-pihak lain yang merasa memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Perselisihan ini tidak hanya sebatas pada siapa yang berhak mewarisi, tetapi juga bisa mencakup persoalan yang jauh lebih kompleks, seperti besaran bagian warisan yang seharusnya diterima masing-masing ahli waris, serta keabsahan atau interpretasi dari dokumen wasiat yang mungkin ditinggalkan oleh pewaris.

Penyelesaian sengketa waris di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Dalam situasi seperti inilah, peran seorang hakim menjadi sangat krusial. Hakim tidak hanya bertugas menilai fakta dan bukti yang ada, tetapi juga harus mampu menentukan sistem hukum mana yang paling relevan dan adil untuk diterapkan dalam konteks kasus yang sedang ditanganinya. Dengan kata lain, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menavigasi kompleksitas hukum waris di Indonesia agar tercapai keadilan substantif bagi seluruh pihak.

Sengketa waris bisa dipicu oleh berbagai faktor dan diantaranya adalah ketiadaan surat wasiat atau keberadaan surat wasiat yang isinya dianggap tidak jelas atau menimbulkan tafsir ganda. Selain itu, sering kali terjadi ketidaksepakatan mengenai siapa saja yang termasuk dalam lingkup ahli waris yang sah, serta ketimpangan dalam pembagian warisan yang memicu rasa tidak adil di antara para ahli waris. Tidak jarang pula muncul tuduhan manipulasi atau penggelapan harta warisan yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang semakin memperkeruh situasi.

Untuk menyelesaikan sengketa waris, para pihak memiliki dua jalur utama, yaitu melalui proses litigasi di pengadilan atau secara non-litigasi melalui musyawarah keluarga, mediasi, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, proses pembagian warisan kerap kali tidak berjalan mulus, terutama ketika para ahli waris memiliki persepsi yang berbeda mengenai hak masing-masing, atau ketika sistem hukum yang digunakan tidak secara tegas disepakati oleh seluruh pihak. Secara umum, bentuk-bentuk sengketa waris dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama berikut ini:

Sengketa Penetapan Ahli Waris 

Salah satu jenis sengketa yang kerap terjadi adalah mengenai penentuan siapa saja yang memiliki hak untuk diakui sebagai ahli waris. Permasalahan ini bisa muncul akibat tidak adanya dokumen resmi, seperti akta kelahiran atau surat nikah, yang dapat membuktikan hubungan hukum antara pihak yang mengklaim hak waris dengan pewaris. Kasus ini sering terjadi dalam situasi di mana status anak luar kawin, anak angkat, atau pasangan hidup yang tidak terikat dalam pernikahan sah secara hukum, dipertanyakan keabsahannya dalam sistem hukum yang berlaku. Sengketa ini menjadi kompleks ketika tidak ada titik temu antara nilai-nilai adat, hukum Islam, dan hukum perdata. 

Sengketa Penafsiran dan Keabsahan Wasiat 

Surat wasiat seharusnya menjadi panduan yang jelas dalam membagi harta warisan, tetapi dalam praktiknya, wasiat justru sering menjadi sumber konflik baru. Hal ini terjadi apabila isi surat wasiat dianggap tidak konsisten, ambigu, atau sulit ditafsirkan secara objektif. Sengketa jenis ini menguji validitas formal dan material dari dokumen hukum pribadi tersebut, serta memerlukan pembuktian yang tidak mudah. 

Sengketa Pembagian Warisan 

Ini merupakan bentuk sengketa yang paling umum dan sering ditemukan dalam praktik. Ketika warisan hendak dibagi, para ahli waris bisa saja merasa tidak mendapatkan bagian yang adil atau proporsional. Ketidaktahuan terhadap sistem hukum yang berlaku, atau perbedaan interpretasi terhadap hukum tersebut, sering memicu perdebatan. Tidak sedikit kasus di mana sengketa ini berujung pada proses hukum yang panjang hanya karena salah satu pihak merasa diperlakukan tidak setara. 

Sengketa Penguasaan Fisik Harta Warisan 

Sengketa juga dapat timbul karena adanya penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris sebelum adanya kesepakatan pembagian. Dalam kasus seperti ini, penguasaan fisik terhadap barang warisan bisa menjadi simbol dominasi dan menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam. 

Sengketa Antar Sistem Hukum (Konflik Norma) 

Keunikan sistem hukum di Indonesia terletak pada keberadaan tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan: hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Pluralisme hukum ini dapat menjadi kekayaan, tetapi juga menimbulkan konflik ketika pihak-pihak dalam sengketa memiliki latar belakang budaya atau agama yang berbeda, atau bahkan secara strategis memilih sistem hukum yang paling menguntungkan bagi mereka. Sengketa semacam ini menuntut hakim untuk tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga mampu menimbang konteks sosial, budaya, dan agama yang melingkupi para pihak. 

Sengketa antara Ahli Waris dan Pihak Ketiga

Tidak semua sengketa waris melibatkan para ahli waris semata. Dalam sejumlah kasus, pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan turut terlibat dalam perselisihan. Misalnya, seorang kreditur yang menuntut pelunasan utang pewaris dari harta warisan, atau seseorang yang mengklaim sebagian harta peninggalan sebagai miliknya karena merasa turut memiliki, misalnya dalam bentuk aset bersama. Sengketa semacam ini membutuhkan pendekatan yang lebih luas karena mencakup unsur hukum perdata di luar hubungan kekeluargaan semata.

Bentuk-bentuk sengketa waris di atas menunjukkan bahwa konflik warisan tidak hanya terjadi karena persoalan hukum semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan keluarga, tingkat pemahaman hukum, dan keberadaan dokumen-dokumen yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan pendekatan yang menyeluruh dalam menyelesaikan sengketa waris, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Contoh sengketa warisan di pengadilan adalah perkara yang terjadi ddi Pengadilan Agama Medan dengan para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum H.Muchtar Rangkuti ke Pengadilan Agama Medan yang didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Medan tanggal 19 April 2024 dengan Register Nomor: 40/Pdt.P/2024/PA.Mdn. Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum H. Muchtar Rangkuti yang telah meniggal dunia pada tanggal 20 Februari 2016 di Medan, dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

H. Muchtar Rangkuti telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tgl. 20 Februari 2016 sesuai dengan formulir Pelapor kematian tgl. 22 Februari 2016 nomor : 474.3/20/TK/II/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Titi Kuning Kecamatan Medan Johor kota Medan

Semasa hidup Almarhum H. Muchtar Rangkuti telah menikah sebanyak 3 (tiga ) kali yaitu :

Pernikahan pertama tgl. 13 Nopember 1978 dengan almh.Nurhayani Lubis, dan telah meninggal dunia pada tgl. 11 Februari 1993, tidak dikaruniai anak.

Pernikahan kedua tgl. 07 Agustus 1994 dengan almh Mariati Lubis dan telah meninggal dunia pada tgl. 30 Oktober 2002 dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Pernikahan ketiga tgl. 22 Agustus 2004 dengan Darmawati, tidak dikaruniai anak;

Pemohon I adalah isteri ketiga dari alm. H.Muchtar Rangkuti yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2004 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat kota Medan tanggal 22 Agustus 2004.

Pemohon II adalah putri kandung alm. Muchtar Rangkuti dengan isteri kedua bernama almh. Mariati Lubis dengan Kutipan Akta Nikah tgl. 07 Agustus 1994 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat kota Medan dan telah meninggal dunia pada tgl. 30 Oktober 2002 sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli waris tgl. 21 Nopember 2016 dan telah dicatat dalam register kelurahan Titi Kuning nomor 470/029/SK-AW/TK/XI/2016 tgl. 29 Nopember 2016 serta tercatat dalam register Kecamatan Medan Johor kota Medan nomor 355/SKAW/MJ/2016 tgl. 07 Desember 2016.

Pemohon III sampai dengan Pemohon IX adalah adik kandung dari alm. H. Muchtar Rangkuti akan tetapi oleh karena Pemohon III yang bernama Saleha Hanum Rangkuti binti H. Abd. Syukur Rangkuti telah meninggal dunia pada tgl. 02 April 2024 maka dalam hal ini diwakili oleh suami dan anak laki-laki almarhumah sesuai dengan surat keterangan ahli waris tgl. 10 April 2024 dan telah dicatat dalam register Kelurahan Titi Kuning nomor 470/11/SKAW/TK/IV/2024 tgl. 12 April 2024 serta tercatat dalam register Kecamatan Medan Johor kota Medan nomor : 111/SKAW/TK/IV/2024 tgl. 13 April 2024.

Alm. H. Muchtar Rangkuti memiliki saudara kandung 10 (sepuluh) orang yaitu :

Almh. Saleha Hanum Rangkuti, meninggal dunia tgl. 02 April 2024.

Alm. Amiruddin Rangkuti, meninggal dunia tgl. 24 Agustus 2010.

Alm. Sofyan Rangkuti meninggal dunia tgl. 15 September 2011.

Hj. Fatimah Rangkuti.

Muriati Rangkuti.

Hamidah Rangkuti.

H. Lian Rangkuti.

Alm. Arifin Rangkuti, meninggal dunia tahun 2000.

Umar Rangkuti.

Khairiah Rangkuti.

Kedua orang tua dari alm. H. Muchtar Rangkuti telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1990 ( almh.Hj. Nuraini Nasution) dan tahun 1999 (alm.H. Abd. Syukur Rangkuti), dan sudah dikebumikan menurut tata cara syariat agama Islam.

Oleh karena orang tua dari alm. H. Muchtar Rangkuti telah meninggal dunia maka ahli waris yang masih ada yaitu :

Isteri sebagai Pemohon I.

Anak kandung sebagai Pemohon II.

Almh. Saleha Hanum Rangkuti binti Abd. Syukur Rangkuti, adik kandung yang diwakili oleh ahli waris sendiri :

Suami dari almh Saleha Hanum Rangkuti.

Anak laki-laki dari almh. Saleha Hanum Rangkuti. 

Sebagai Pemohon III.

Muriati Rangkuti binti Abd. Syukur, adik kandung sebagai Pemohon IV.

Hamidah Rangkuti binti H.Abd. Syukur Rangkuti, adik kandung sebagai Pemohon V.

H. Lian Rangkuti bin H. Abd. Syukur Rangkuti, adik kandung sebagai Pemohon VI.

Hj. Fatimah Rangkuti binti H. Abd. Syukur Rangkuti, adik kandung sebagai Pemohon VII.

Umar Rangkuti bin H. Abd. Syukur, adik kandung sebagai Pemohon VIII.

Khairiah Rangkuti binti Abd. Syukur Rangkuti, adik kandung sebagai Pemohon IX.

Selain dari nama-nama yang disebutkan di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain.

Adapun tujuan didaftarkan penetapan ahli waris ini adalah karena sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum disamping melakukan pengalihan hak terhadap harta peninggalan dari alm. H. Muchtar Rangkuti kepada ahli warisnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris yang mustahak dari alm. H. Muchtar Rangkuti bin H. Abd. Syukur Rangkuti serta sekaligus memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk menunjuk Hakim yang nantinya memeriksa permohonan ini serta memanggil para Pemohon untuk hadir dipersidangan yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memutuskan permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan ahli waris yang mustahak dari alm. H. Muchtar Rangkuti bin H. Abd. Syukur Rangkuti yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tgl. 20 Februari 2016 adalah sebagai berikut :

Sebagai isteri.

Ratna Dewi Rangkuti binti H. Muchtar Rangkuti sebagai anak kandung.

Almh. Saleha Hanum Rangkuti binti H.Abd. Syukur Rangkuti sebagai adik kandung yang diwakili oleh ahli waris terdiri dari suami dan anak laki-laki :

Hasanuddin bin Amir Hamzah  sebaghai adik kandung.

Hamidah Rangkuti binti H. Abd. Syukur Rangkuti, sebagai adik kandung.

H.Lian Rangkuti bin H. Abd. Syukur Rangkuti sebagai adik kandung.

Hj. Fatimah Rangkuti binti H. Abd. Syukur Rangkuti, sebagai adik kandung.

Umar Rangkuti bin H.Abd. Syukur Rangkuti, sebagai adik kandung.

Khairiah Rangkuti binti H. Abd. Syukur Rangkuti, sebagai adik kandung.

Membebankan biaya permohonan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Agama Medan dengan mempertimbangkan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan para pemohon sebahagian.

Menetapkan ahli waris yang mustahak dari alm. H.Muchtar Rangkuti yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2016 adalah sebagai berikut :

Isteri

Ratna Dewi Rangkuti binti H. Muchtar Rangkuti ( anak kandung).

Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk urusan pengalihan hak atas harta peninggalan almarhum H.Muchtar Rangkuti.

Menolak permohonan para pemohon selebihnya.

Membebankan kepada para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Majelis hakim sebelum memberikan putusan mempunyai pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkandengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.
Pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq/yang berhak dari Alm.H.Muchtar Rangkuti dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Bukti yang diajukan merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Secara materil surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bukti tertulis yang diajukan para pemohon adalah foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec Medan Barat yang membuktikan bahwa H.Muchtar Rangkuti bin H. Abd. Syukur Rangkuti adalah suami isteri yang sah.

Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan yang membuiktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri dan anak kandung dari alm. H.Muchtar Rangkuti.

Akta Kelahiran Ratna Dewi Rangkuti yang membuktikan bahwa Ratna Dewi Rangkuti adalah anak kandung dari alm. Muchtar Rangkuti dengan Mariati Lubis.

Surat keterangan kematian yang membuktikan bahwa H.Muchtar Rangkuti telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 karena sakit tua.

Alm. H.Muchtar Rangkuti semasa hidupnya telah menikah sebanyak tiga kali yaitu yang pertama dengan Nurhayani Lubis tidak dikaruniai anak, yang kedua dengan Mariati Lubis dan dikaruniai seorang anak bernama Ratna Dewi Rangkuti dan ketiga dengan Darmawati dan tidak dikaruniai anak.

Saleha Hanum semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasanuddin dan dikaruniai seorang anak bernama Thamrin.

Para pemohon adalah penduduk Kecamatan Medan Johor kota Medan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan.

Bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon tersebut secara hukum tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah disumpah , maka secara formil dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benarbenar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dinilai obyektif dan relevan dengan permohonan para pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi secara materil dapat diterima, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para pemohon yang telah dibuktikan diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta atau peristiwa hukum sebagai berikut :

H.Muchtar Rangkuti telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016.

Para pemohon adalah, anak perempuan kandung, isteri dan saudara kandung dari Almarhum H. Muchtar Rangkuti.

Penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum disamping melakukan pengalihan hak terhadap harta peninggalan dari Alm.H. Muchtar Rangkuti kepada ahli warisnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah bahwa Alm.Muchtar Rangkuti telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan seorang isteri dan seorang anak perempuan kandung serta 10 (sepuluh) saudara kandung. Ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapat bagian hanyalah suami atau isteri, anak, serta bapak dan Ibu. Ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum (doktrin) yang terdapat dalam Kitab Taisir al- Ma’tsur Fi ‘ilmi al-Faraidh, oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut : “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri”.
Sesuai dengan pendapat ibnu Abbas, ahli tafsir dikalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, maka kata-kata Walad  yang termuat dalam ayat 176 surat an- Nisak ditafsirkan mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan dengan adanya anak kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan sipewaris akan menjadi tertutup (terhijab) kecuali orang tua, suami dan isteri sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 86.K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim hanya dapat menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum H.Muchtar Rangkuti dan selebihnya ditolak.

Berdasarkan penetapan di atas, maka  hakim di pengadilan agama mengikuti ketentuan-ketentuan dalam KHI dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang diajukan. Kompilasi hukum Islam yang merupakan salah satu sumber hukum waris di Indonesia, yang menjadi referensi utama atau petunjuk bagi masalah kewarisan di Indonesia, merupakan fikih kontemporer yang selalu membuka diri atas Ijtihad para ulama dan hakim Pengadilan Agama di Indonesia, untuk dapat berkembang sebagaimana perkembangan hukum Islam yang ada di dunia Islam.
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam berlaku untuk Muslim dan menekankan pembagian yang merata berdasarkan syariat Islam, dengan bagian yang berbeda untuk ahli waris tertentu (misalnya, anak laki-laki 2 kali anak perempuan). Sementara itu, hukum perdata (KUH Perdata) berlaku bagi non-Muslim, dengan prinsip dasar pembagian yang sama rata untuk ahli waris pada derajat yang sama, tanpa memandang jenis kelamin. Perbedaan utama terletak pada prinsip keadilan, persamaan, serta kategori ahli waris yang berbeda
Dinamika hukum waris terkait hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata terletak pada dasar hukum, kriteria ahli waris, dan mekanisme pembagiannya. KHI mendasarkan pembagian waris pada ketentuan agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, sementara hukum perdata (KUH Perdata) menetapkan pembagian berdasarkan prinsip kekerabatan dengan urutan golongan ahli waris. KHI menganut sistem pewarisan yang lebih spesifik berdasarkan faraidh, sementara hukum perdata memiliki pembagian yang lebih umum berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. 
Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara sengketa warisan di Pengadilan adalah hukum yang berlaku (yuridis), fakta-fakta yang terungkap di persidangan (yuridis), serta pertimbangan filosofis dan sosiologis. Hakim akan menganalisis kasus berdasarkan hukum positif, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk non-Muslim, serta mempertimbangkan keadilan, kondisi sosial, dan dampak putusan.
Saran

Hendaknya para ahli waris melakukan pembagian harta warisan dengan cara yang patut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Ahli waris agar jangan menguasai secara sepihak atas harta warisan yang belum dibagi, tetapi sebaiknya diselesaikan secara perdamaian atau meminta putusan di Pengadilan Agama.

Majelis Hakim dalam menerima perkara harus lebih teliti dengan berpedoman pada prosedur beracara di Pengadilan Agama dan juga lebih teliti dalam membuat pertimbangan hukum harus lebih teliti memperhatikan dasar-dasar hukum dan alat-alat bukti serta hal-hal yang membuat kemaslahatan kepada pencari keadilan
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